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1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi
yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, dan perubahan ekuitas
akibat dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah
selaku Pengguna Anggaran selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk
menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, anggaran, realisasi belanja, laporan orerasional dan
laporan perubahan ekuitas suatu entitas akuntansi untuk kemudian dapat dikonsolidasikan menjadi
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengambil
keputusan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya serta digunakan
sebagai alat akuntabilitas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai
kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam
pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
1. Akuntabilitas
Kewajiban untuk menjawab atau menjelaskan dari aparatur pemerintahan sebagai pihak yang
menerima amanah kepada pemberi amanah (publik) atas pelaksanaan amanah yang diterimanya.
2. Manajemen
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam
periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas
seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan
pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh
atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya
dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antargenerasi (intergenerational equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode
pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan
datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang berguna untuk
pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dikelola. Penyajian
informasi untuk tujuan akuntabilitas dilakukan dengan :
1. Menyediakan informasi mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan
Provinsi Jawa Tengah;
2. Menyediakan informasi posisi asset yang dikelola Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Menyediakan informasi mengenai posisi suumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah

daerah;



Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas
pemerintah daerah;

Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi
kebutuhan kasnya;

Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan;

Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam

mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai aset,

kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja, transfer, pembiayaan, pendapatan LO, beban Dinas

Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas pelaporan.

Adapun Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

Laporan Realisasi Anggaran
Laporan Operasional
Neraca

Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan

ketaatan terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran

dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut :

1
2
3
4.
5
6

Pendapatan
Belanja
Transfer
Surplus/defisit
Pembiayaan

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut ;

=

Pendapatan dari kegiatan operasional
Beban Operasional dari Beban
Surplus Non Operasional

Defisit Non Operasional

Pos Luar Biasa



Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non
lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang
dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup
jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari
12 (dua belas) bulan. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih
antara aset dan kewajiban entitas pada tanggal laporan. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-
pos berikut:

Aset

Investasi jangka panjang

Aset Tetap

Dana Cadangan

Aset Lainnya

Kewajiban

Ekuitas

N o a k~ w bRk

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan ekuitas menyajikan pos-pos :

1. Ekuitas awal

2. Surplus/defisit LO

3. RK-PKD

4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

5. Ekuitas Akhir dan Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal
dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan

mendasar.

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar cepat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan

keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan

sebagai berikut:

1. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang
APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.

3. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang
dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.



1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain;

1.
2.

10.

11.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denga Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5165);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2022 Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 11);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 972);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 30);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor
88);



24,

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelengkapan dan
Verifikasi Kelengkapan Dokumen Pertanggungjawaban Bendahara Bendahara Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor
54);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Nomor 57);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 32)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2023 Nomor 52);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022 Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 13A Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023
Nomor 13A);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 42);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomr 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi,
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaiana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomr 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022

adalah sebagai berikut:
Bab |l  Pendahuluan

1.1  Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1.3  Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD
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Bab V
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Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD TA 2022
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Kebijakan Akuntansi
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
4.4 Penerapan Kebijakan Akutansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada Dalam SAP pada
SKPD
Penjelasan Pos-Pos Laporan keuangan SKPD
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. Pendapatan
5.1.2. Belanja
5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.2.1. Aset
5.2.2 Kewajiban
5.2.3 Ekuitas
5.3.  Penjelesan Pos-Pos Laporan Operasional
5.3.1 Pendapatan-LO
5.3.2 Beban
5.3.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
5.4. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD
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Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

2.1. Ekonomi Makro
Ekonomi makro digambarkan dengan menggunakan indikator makro atau data statistik lain yang
mempengaruhi  pemerintah dalam merumuskan strategi, menyusun anggaran serta mengambil
kebijakan/keputusan. Tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 3,32 persen
(c-to-c) meningkat dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,65 persen. Kemudian
tahun 2022 semester |, ekonomi Jawa Tengah tumbuh sebesar 5,39 persen (c-to-c) diatas capaian nasional
sebesar 5,23 persen (c-to-c). Jika dilihat secara year on year (y-0-y) pada semester | — 2022 capaian

ekonomi Jawa Tengah (5,44 persen) masih lebih rendah dari capaian nasional yang sebesar 5,66 persen.

2015 2016 2017 2018 2019 1021 Semester |-
2022
-2,07—

LA LN A S kN W a n oD

Qe Jatang = asional
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Pada tahun 2021, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan signifikan. Pertumbuhan
tertinggi ada pada lapangan usaha Kontruksi yaitu 7,37 persen, disusul oleh Informasi dan Komunikasi
sebesar 6,04 persen, dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 5,95 persen. Hanya lapangan usaha
Administrasi Pemerintahan yang mencatat pertumbuhan negatif yaitu -0,64 persen. Pertumbuhan yang
signifikan juga ditunjukkan pada semester 1-2022. Hampir seluruh lapangan usaha mengalami
pertumbuhan signifikan antara lain Transportasi dan Pergudangan sebesar 70,70 persen, Jasa lainnya
sebesar 16,48 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,97 persen. Lapangan usaha
Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan juga tumbuh positif masing-masing sebesar 4,41
persen; 4,81 persen; dan 3,56 persen. Lapangan usaha transportasi, dan penyediaan akomodasi dan makan
minum dapat tumbuh sangat signifikan sejalan dengan semakin menurunnya kasus Covid 19 dan semakin
dibukanya pembatasan perjalanan, serta tertanganinya kasus Covid-19 dengan program vaksinasi yang
masif. Hal ini yang mendorong masyarakat untuk kembali beraktivitas secara luring dan melakukan
perjalanan antar daerah.

Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 relatif terkendali cukup baik di
angka rata-rata 1-3 persen. Bahkan tingkat inflasi di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional dalam
periode tersebut. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks
kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di
Jawa Tengah. Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2021 sebesar 1,70 persen dan tingkat inflasi tahun

ke tahun (Desember tahun 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 1,70 persen. Inflasi terjadi karena



adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Laju
inflasi Indonesia Tahun 2022 mengalami kenaikkan akibat gejolak ekonomi global akibat konflik
geopolitik dan perang Ukraina-Rusia yang menyebabkan gangguan sisi suplay yang memicu lonjakan
harga-harga komodiats global dan mendorong kenaikkan inflasi di banyak negara. Di samping itu adanya
cuaca ekstrem menyebabkan beberapa komoditas gagal panen sehingga terjadi lonjakan harga. Laju
inflasi Indonesia bulan Juni 2022 sebesar 4,94 persen (y-0-y) sedangkan Jawa Tengah lebih tinggi yaitu
sebesar 5,45 persen (y-0-y). Dalam kondisi pemulihan ekonomi dan kesejahteraan yang masih awal dan
rapuh, ketersediaan dan keterjangkauan harga energi dan pangan menjadi sangat krusial untuk menjamin
daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan proses pemulihan ekonomi nasional. Dengan
mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi pemulihan ekonomi nasional di tahun 2023, Pemerintah
menetapkan asumsi ekonomi makro tahun 2023 yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan
RAPBN Tahun 2023 sebagai berikut:

= Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen;

= Inflasi sebesar 3,3 persen;

= Nilai tukar Rupiah sebesar Rp14.750 per USD;

= Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun sebesar 7,85 persen;

= Harga minyak mentah Indonesia sebesar USD90 per barel;

= Lifting minyak bumi sebesar 660 ribu barel per hari; dan

= Lifting gas sebesar 1,05 juta barel setara minyak per hari.

Pemulihan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan tren penguatan. Pada tahun 2021
Provinsi Jawa Tengah mampu menjaga pertumbuhan yang positif sebesar 3,32 persen (c-to-c) meski
dihantam gelombang Covid-19 varian Delta. Pemulihan ekonomi berlanjut di triwulan 1 2022 dengan
pertumbuhan mencapai 5,16 persen (y-o0-y), dan kemudian meningkat menjadi sebesar 5,66 persen di
triwulan 11-2022 (y-0-y). Angka tersebut lebih baik dibandingkan dengan capaian angka nasional yang
sebesar 5,44 persen (y-0-y). Melonjaknya varian Omicron tidak terlalu berdampak pada proses pemulihan
ekonomi Jawa Tengah. Hal ini merupakan hasil nyata dari akselerasi vaksinasi dan kekebalan alami yang
tumbuh di masyarakat. Konsumsi dan investasi terus menunjukkan tren peningkatan disertai pemulihan
yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi dan konstruksi selain dua
sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan. Struktur ekonomi Jawa Tengah yang mendukung
pencapaian pertumbuhan ekonomi dari sisi lapangan usaha ditopang oleh Industri Pengolahan, Pertanian,
Perdagangan serta Konstruksi, sedangkan dari sisi pengeluaran ditopang oleh Ekspor dan Konsumsi
Rumah Tangga. Kondisi Ekspor Jawa Tengah pada triwulan Il tahun 2022 mengalami kenaikan yang
cukup tinggi sebesar 10,14 persen (y-0-y) dibandingkan triwulan Il tahun 2021. Komoditas utama ekspor
Jawa Tengah yaitu pakaian dan aksesorinya (bukan rajutan), pakaian dan aksesorinya (rajutan), kayu dan
barang dari kayu, dan perabotan, lampu dan alat penerangan, serta alas kaki dengan negara tujuan ekspor
utama Jawa Tengah yaitu Amerika Serikat (44,88 persen), Uni Eropa (14,06 persen), Jepang (7,87
persen), Tiongkok (4,96 persen) dan negara di kawasan ASEAN (5,40 persen). Sedangkan untuk
pengeluaran konsumsi rumah tangga menyumbang pertumbuhan sebesar 6,14 persen pada triwulan Il
tahun 2022 (y-0-y).
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Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan
serta tingkat kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun mendekati level pra-pandemi,
menjadi 5,75 persen pada Februari 2022 dari 5,96 persen pada Februari 2021. Sementara, angka
kemiskinan Jawa Tengah juga konsisten menurun dari sebelumnya 11,25 persen di tahun 2021, turun 0,32
persen poin menjadi 10,93 persen di tahun 2022 (Bulan Maret) atau menurun 102,6 ribu jiwa. Kenaikan
harga (inflasi) komoditas global telah berdampak pada naiknya harga-harga di dalam negeri, terutama
energi dan pangan. Hal ini dapat dilihat pada tekanan inflasi yang mulai meningkat akhir-akhir ini,
meskipun faktor musiman yaitu Bulan Ramadan dan perayaan Hari Raya Idul Fitri juga turut memberikan
andil terhadap kenaikan harga. Inflasi Bulan Juli 2022 tercatat sebesar 5,45 persen (y-0-y) yang
disebabkan oleh kenaikan harga cabai merah, bawang merah dan tarif angkutan udara.

Mendasarkan pada kondisi tersebut maka perekonomian Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan
pada kisaran angka 5,20 - 5,60 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 3,0+1
persen. Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2023 diharapkan dapat berdampak
pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per
kapita di Jawa Tengah. Tahun 2023 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,86 — 9,05
persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,48 — 4,80 persen. Sedangkan PDRB per
kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 40,87 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka
kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat
yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,34 di tahun 2023.

2.2. Kebijakan Keuangan
2.2.1 Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah
Perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada penyelesaian
dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan
daerah, dan program unggulan daerah, dengan kebijakan yang diarahkan pada "Perwujudan Masyarakat
Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari". Rencana pembangunan daerah Provinsi Jawa
Tengah tahun 2023 disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023,
hasil evaluasi capaian pembangunan daerah tahun 2021, keberlanjutan kinerja RKPD Tahun 2022,
keberlanjutan penanganan dan pemulihan dampak pandemi Covid-19 pada sektor perekonomian, sosial
dan kesehatan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan melibatkan masyarakat secara aktif,
dinamika kebijakan pembangunan nasional dan regional, serta keterlibatan pentahelix pemangku
kepentingan pembangunan. Rencana pembangunan daerah tahun 2023 diselaraskan dengan berbagai
kebijakan nasional diantaranya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDG's), Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang RPJMN Tahun 2020-2024, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM), Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan
Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - WWonosobo -
Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal — Pemalang, serta Peraturan Presiden Nomor 109

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan



11

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2023 diarahkan pada "Perwujudan Masyarakat
Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun
2023 difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan
permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk
mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong
sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga
perekonomian daerah tahun 2023 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi
masyarakat antara lain:

1) Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari
dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;

2) Mendorong peningkatan industri hilir pada sektor pertanian dan perkebunan;

3) Peningkatan pariwisata melalui perbaikan infrastruktur pendukung baik di kawasan perkotaan dan
perdesaan serta event pariwisata untuk mendorong aktivitas ekonomi di daerah;

4) Mengoptimalkan peran dan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi dan

Kabupaten/Kota dalam upaya pengendalian harga dan inflasi;

5) Meningkatkan upaya stabilisasi stok dan harga komoditas pangan melalui bantuan transportasi dan
subsidi harga;

6) Mendorong pengembangan UMKM melalui digitalisasi dan penggunaan produk UMKM,;

7) Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk
mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);

8) Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;

9) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan
kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 disusun dengan berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan

daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif,

efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Selain itu, kebijakan keuangan daerah juga tetap

mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-

2023.

2.2.2 Kebijakan Pendapatan
Pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah
dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait
dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar
minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun

sebelumnya. Kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2019-2021
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cenderung meningkat, namun demikian mengalami penurunan di tahun 2020 sebagai dampak terjadinya
pandemi Covid-19 terhadap perekonomian secara global, nasional dan daerah. Pada tahun 2021 realisasi
pendapatan kembali meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik.

Penerimaan pajak masih menjadi penopang utama sektor pendapatan daerah. Pada tahun anggaran
2021, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp.4,758 triliun meningkat
sebesar 179,30 miliar rupiah (3,92 persen) apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun
sebelumnya. Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tahun 2021 sebesar 2,775
triliun rupiah meningkat 547,51 miliar rupiah (24,57 persen) dibandingkan penerimaan tahun 2020 yang
sebesar 2,228 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar
1,826 triliun rupiah juga mengalami peningkatan 107,27 miliar rupiah (6,24 persen) dibanding
penerimaan tahun 2020 sebesar 1,719 triliun rupiah. Penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) pada tahun
2021 sebesar 17,24 miliar rupiah mengalami peningkatan sebesar 1,18 miliar rupiah (7,39 persen)
dibanding penerimaan tahun 2020 sebesar 16,05 miliar rupiah. Sementara itu penerimaan Pajak Rokok
pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 256,07 miliar rupiah dari realisasi tahun 2020 sebesar
2,595 ftriliun rupiah menjadi 2,339 triliun rupiah. Penurunan realisasi Pajak Rokok sebagai akibat dari
kebijakan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara
Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan. Retribusi
merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pembatasan aktivitas
selama PPKM berdampak langsung terhadap menurunnya intensitas dan volume pemberian jasa dan
layanan retribusi yang meliputi jasa umum, jasa usaha dan perijinan tertentu. Realisasi penerimaan
retribusi pada tahun 2021 sebesar 91,63 miliar rupiah mengalami penurunan sebesar 1,64 miliar rupiah
dibandingkan penerimaan tahun 2020 sebesar 93,27 miliar rupiah. Pendapatan transfer merupakan dana
yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Realisasi pendapatan transfer
mengalami peningkatan dari 11,70 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 11,87 triliun rupiah pada tahun
2021. Sedangkan pada tahun 2022 pendapatan transfer adalah sebesar 7,863 triliun rupiah.

Selama kurun waktu tahun 2019-2021, PAD memberikan sumbangan terbesar pada pendapatan
daerah, diikuti dengan pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kontribusi rata-rata
PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 54,94 persen, pendapatan transfer sebesar 44,91 persen, dan
lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,14 persen. Sumber pendapatan utama PAD berasal dari
komponen pajak daerah dengan kontribusi terhadap PAD rata-rata sebesar 81,34 persen.

Mendasarkan pada asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 5,20-5,60 persen,
mempertimbangkan kondisi realisasi tahun 20192021, dan kebijakan pemerintah pusat terkait dana
transfer ke daerah, maka pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 diproyeksikan sebesar
25,311 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 17,030 triliun rupiah, pendapatan
transfer sebesar 8,201 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 78,908 miliar
rupiah. Pendapatan transfer tahun 2023 diproyeksikan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022
yang sebesar 7,863 triliun rupiah. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan pendapatan transfer yang
dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN

Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Transfer Ke Daerah Dan Dana
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Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran
2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2.2.3 Kebijakan Belanja SKPD

Pada tahun anggaran 2020 kinerja pendapatan daerah mengalami penurunan akibat dampak dari
pandemi Covid-19, dengan kebijakan belanja daerah difokuskan untuk penanganan pandemi dengan
menggunakan alokasi SILPA tahun 2019. Pada tahun 2021 pendapatan daerah mulai menunjukkan
kenaikan yang didukung diantaranya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak,
dimana hal ini juga sejalan dengan meningkatnya realisasi belanja.

Peningkatan realisasi terjadi pada komponen belanja barang dan jasa (dari 4,1 triliun rupiah pada
tahun 2020 menjadi 5,3 triliun rupiah pada tahun 2021) yang sejalan dengan menurunnya level PPKM
sehingga kegiatan pemulihan ekonomi daerah mulai terlaksana dalam kondisi “new normal” dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga pada komponen belanja modal, dimana realisasi tahun
2020 hanya sebesar 900 miliar rupiah bertambah sebesar 1,4 triliun rupiah di tahun 2021 guna
meningkatkan infrastruktur untuk pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan terhadap
masyarakat. Selain itu, peningkatan realisasi belanja juga terjadi pada komponen bagi hasil pajak (dari 4,6
triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 5,7 triliun rupiah di tahun 2021) selaras dengan mulai naiknya
pendapatan daerah. Realisasi komponen belanja hibah dan belanja batuan sosial juga mengalami
peningkatan. Belanja hibah di tahun 2020 sebesar 5,5 triliun rupiah menjadi 5,7 triliun rupiah di tahun
2021, dan belanja bantuan sosial di tahun 2020 sebesar 42 miliar rupiah menjadi sebesar 66 miliar rupiah
di tahun 2021. Sedangkan, penurunan realisasi belanja terbesar terjadi pada komponen belanja tak terduga
(realisasi 1,7 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 72 miliar rupiah pada tahun 2021), dimana pada
tahun 2021 penanganan dampak pandemi Covid-19 sudah dapat direncanakan dengan lebih baik sehingga
alokasi belanja tak terduga sudah sesuai program/kegiatan pada belanja. Selanjutnya, penurunan realisasi
juga terjadi pada komponen belanja pegawai (dengan realisasi tahun 2020 sebesar 6,4 triliun rupiah
menjadi 5,6 triliun rupiah pada tahun 2021) dan realisasi belanja bantuan keuangan (sebesar 2,01 triliun
rupiah di tahun 2020 menjadi 1,7 triliun rupiah di tahun 2021). Meskipun realisasi belanja mengalami
peningkatan dibanding tahun sebelumnya, namun masih ada beberapa kendala yang mengakibatkan
tingkat serapan rendah seperti masih terdapatnya permasalahan dalam cleansing data penerima bantuan
sosial agar tidak tumpang tindih, masih kurangnya peminat belanja subsidi karena persyaratan yang ketat
dan kurangnya pemahaman terhadap pengelolaan keuangan daerah. Upaya perbaikan telah dilakukan
seperti pembaruan data dan pelaksanaan verifikasi faktual data penerima bantuan, melakukan
pendampingan serta pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis guna meningkatkan kualitas sumberdaya
manusia.

Pada tahun 2023 komposisi belanja daerah telah disusun mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah tahun 2023 diproyeksikan sebesar
25,883 triliun rupiah yang diarahkan pada:

1) Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat;
2) Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta penanganan masalah sosial;

3) Dukungan implementasi kebijakan Penanganan Kemiskinan Ekstrim (PKE) di seluruh kabupaten;



4)
5)

6)

7)
8)
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Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPJMD 2018-2023;

Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan
dan disesuaikan dengan potensi anggaran;

Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan
Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan
Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang -
Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal — Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,

Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;

Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok
pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di
bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan
serta peraturan perundangan yang berlaku;

Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan
pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan

bantuan keuangan kepada pemerintah desa; serta

10) Persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.
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Bab 111
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

1.

Realisasi pencapaian target Kinerja pendapatan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun

2023 vyang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar

Rp32.210.371.641,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Dua Ratus Sepuluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu

Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) atau tercapai sebesar 115,45% dari target sebesar

Rp27.900.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Miyar Sembilan Ratus Juta Rupiah). Jumlah tersebut

didapat dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu :

a.. RETRIBUSI DAERAH sebesar Rp4.673.782.700,00 (Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh
Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau 86,55 % dari target
pendapatan sebesar Rp5.400.000.000,00 (Lima Milyar Empat Ratus Juta Rupiah);

b. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH sebesar Rp27.536.588.941,00
(Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Lima Ratus Delapan Puluh Delapan
Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu) atau 122,38 % dari target pendapatan sebesar
Rp22.500.000.000,00 (Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Realisasi pencapaian target kinerja penyerapan anggaran belanja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2023 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah sebesar

Rp196.666.609.343,00 (Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta

Enam Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau tercapai 98,04 % dari

anggaran sebesar Rp200.605.355.000,00 (Dua Ratus Milyar Enam Ratus Lima Juta Tiga Ratus Lima

Puluh Lima Ribu Rupiah). Pos belanja ini terdiri dari belanja-belanja sebagai berikut:

a. BELANJA OPERASI - Belanja Operasi sebesar Rp175.346.039.008,00 atau 97,93 % dari
Anggaran Belanja Operasi sebesar Rp179.057.963.000,00;

b. BELANJA MODAL - Belanja Modal sebesar Rp21.320.570.335,00 atau 98,95 % dari anggaran
belanja sebesar Rp21.547.392.000,00.

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan pencapaian target yang ditetapkan dapat diuraikan

sebagai berikut

1.

Terdapat kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan sesuai dengan
perencanaan awal.

Jadwal yang ditetapkan oleh pemerintah berbeda dengan perencanaan yang telah dilaksanakan pada
dinas.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap daerah.
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Jumlah

Realisasi Realisasi
No. Program/Kegiatan Anggaran — Keterangan (Tidak<Teroserapnya
Rp) Rp) Fisik Keu Anggaran < 96%)
G o) | )
1 2 3 4 5) 6 7
Dinas Perhubungan 200,605,355,000 196,666,609,343 100 98.04
Sekretariat - Dinas 58,545,389,000 56,715,774,367 100 96.87
Perhubungan
PROGRAM PENUNJANG 58,545,389,000 56,715,774,367 100 96.87
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
1 Perencanaan, Penganggaran, 400,000,000 388,369,000 100 97.09
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
2 Administrasi Keuangan 42,946,083,000 41,875,356,660 100 97.51
Perangkat Daerah
3 Administrasi Barang Milik Daerah 165,000,000 164594000 100 99.75
pada Perangkat Daerah
4 Administrasi Kepegawaian 125,000,000 48,258,500 100 38.61 Tidak terserapnya anggaran kegiatan
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah dikarenakan minimnya jadwal
yang sesuai untuk Pelaksanaan Diklat
Penguji Kendaraan Bermotor oleh
Penyelenggara Diklat yaitu Politeknik
Keselamatan Transportasi Jalan.
5 Administrasi Umum Perangkat 2,043,000,000 1,962,186,418 100 96.04
Daerah
6 Pengadaan Barang Milik Daerah 242,500,000 241,795,000 100 99.71
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
7 Penyediaan Jasa Penunjang 10,836,406,000 10,343,181,334 100 95.45 Tidak terserapnya anggaran kegiatan
Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah dikarenakan banyak
Pegawai Non ASN yang diterima PPPK.
8 Pemeliharaan Barang Milik 1,787,400,000 1,692,033,455 100 94.66 Tidak terserapnya anggaran kegiatan
Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dikarenakan pemeliharaan timbangan
portable tidak dilakukan penggantian
suku cadang ke semua unit karena
kondisi  yang masih baik  dan
pemeliharaan dan pembayaran pajak
kendaraan dinas hanya dilakukan pada
kendaraan yang masih operasional.
Bidang Lalu Lintas 8,267,375,000 8,147,743,600 100 98.55
PROGRAM 8,267,375,000 8,147,743,600 100 98.55
PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)
1 Penyediaan Perlengkapan Jalan 6,996,264,000 6,901,278,600 100 98.64
di Jalan Provinsi
2 Pelaksanaan Manajemen dan 911,111,000 903,132,000 100 99.12
Rekayasa Lalu Lintas untuk
Jaringan Jalan Provinsi
3 Persetujuan Hasil Analisis 125,000,000 124,651,000 100 99.72
Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
untuk Jalan Provinsi
4 Audit dan Inspeksi Keselamatan 235,000,000 218,682,000 100 93.06 Tidak terserapnya anggaran kegiatan
LLAJ di Jalan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di
Jalan dikarenakan realisasi sesuai
dengan jumlah peserta kegiatan.
Bidang Angkutan Jalan 1,626,400,000 1,582,301,920 | 100 97.29
PROGRAM 1,626,400,000 1,582,301,920 100 97.29
PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)
1 Penyediaan Angkutan Umum 1,256,400,000 1,227,315,500 100 97.69
untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
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Penetapan Kawasan Perkotaan
untuk Pelayanan Angkutan
Perkotaan yang Melampaui Batas
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

180,000,000

169,147,100

100

93.97

Tidak terserapnya anggaran kegiatan
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk
Pelayanan Angkutan Perkotaan yang
Melampaui Batas 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi dikarenakan perubahan
mekanisme sosialisasi yang semula
adalah mengundang para calon
pengguna dalam satu forum tetapi
dengan pertimbangan keefektifan maka
dilakukan sosialisalisasi dengan datang
ke sekolah-sekolah dan ke operator-
operator.

Penetapan Rencana Umum
Jaringan Trayek Pedesaan yang
Melampaui 1 (satu) Daerah
Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi

50,000,000

47,746,900

100

95.49

Tidak terserapnya anggaran kegiatan
Penetapan Rencana Umum Jaringan
Trayek Pedesaan yang Melampaui 1
(satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi dikarenakan pada saat
pembahasan rencana umum jaringan
trayek pedesaan sebagian dilakukan
secara daring/online.

Penetapan Wilayah Operasi
Angkutan Orang dengan
Menggunakan Taksi dalam
Kawasan Perkotaan yang
Wilayah Operasinya Melampaui
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

40,000,000

39,255,220

100

98.14

Penerbitan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

50,000,000

49,896,900

100

99.79

Penerbitan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Taksi yang Wilayah
Operasinya Melampaui Lebih dari
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

50,000,000

48,940,300

100

97.88

Bidang Jaringan Transportasi
dan Perkeretaapian

10,042,124,000

10,006,546,144

100

99.65

PROGRAM
PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)

6,787,184,000

6,765,802,415

100

99.68

Penetapan Rencana Induk
Jaringan LLAJ Provinsi

587,782,000

581,223,290

100

98.88

Pengelolaan Terminal
Penumpang Tipe B

6,199,402,000

6,184,579,125

100

99.76

PROGRAM PENGELOLAAN
PERKERETAAPIAN

3,254,940,000

3,240,743,729

100

99.56

Penetapan Rencana Induk
Perkeretaapian

3,254,940,000

3,240,743,729

100

99.56

Bidang Pelayaran

1,473,000,000

1,432,610,800

100

97.26

PROGRAM PENGELOLAAN
PELAYARAN

1,473,000,000

1,432,610,800

100

97.26

Penerbitan 1zin Usaha Jasa
Terkait Berupa Bongkar Muat
Barang, Jasa Pengurusan
Transportasi, Angkutan Perairan
Pelabuhan, Penyewaan
Peralatan Angkutan Laut atau
Peralatan Jasa Terkait Dengan
Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan
Depo Peti Kemas

80,000,000

80,000,000

100

100

Pembangunan, Penerbitan Izin
Pembangunan dan
Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Regional

155,000,000

154,837,500

100

Pembangunan dan Penerbitan
1zin Pelabuhan Sungai dan
Danau yang Melayani Trayek
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

1,238,000,000

1,197,773,300

100

96.75

Balai Pengelola Sarana
Prasarana Perhubungan
Wilayah | Kelas A

1,815,395,000

1,773,702,200

100

97.7

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

324,840,000

318,345,000

100

98

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

2,000,000

1,550,000

100

77.5

Tidak terserapnya anggaran kegiatan
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah dikarenakan adanya aturan
batasan jumlah honor maksimal yang
harus dibayarkan pada setiap pejabat
pengadaan barang/jasa dalam satu
tahun anggaran.

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

57,840,000

57,840,000

100

100

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

20,000,000

20,000,000

100

100
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Pemeliharaan Barang Milik 245,000,000 238,955,000 100 97.53

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

PROGRAM 1,490,555,000 1,455,357,200 100 97.64

PENYELENGGARAAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN (LLAJ)

Penyediaan Perlengkapan Jalan 1,269,330,000 1,235,392,200 100 97.33

di Jalan Provinsi

Audit dan Inspeksi Keselamatan 15,625,000 15,625,000 100 100

LLAJ di Jalan

Penyediaan Angkutan Umum 180,600,000 180,600,000 100 100

untuk Jasa Angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Penerbitan 1zin Penyelenggaraan 25,000,000 23,740,000 100 94.96 Tidak terserapnya anggaran kegiatan

Angkutan Orang dalam Trayek Penerbitan 1zin Penyelenggaraan

Lintas Daerah Kabupaten/Kota Angkutan Orang dalam Trayek Lintas

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi dikarenakan adanya
efisiensi namun kegiatan telah terlaksana
100%.

Balai Pengelola Sarana 2,098,542,000 2,035,011,094 100 96.97

Prasarana Perhubungan

Wilayah Il Kelas B

PROGRAM PENUNJANG 92,112,000 90,864,994 100 98.65

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI

Administrasi Keuangan 2,000,000 2,000,000 100 100

Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat 47,112,000 47,111,994 100 100

Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang 7,000,000 6,568,000 100 93.83 | Tidak terserapnya anggaran kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah, sub kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor pekerjaan Belanja  Jasa
Pengolahan Sampah dikarenakan
adanya selisih pelaksanaan Belanja Jasa
Retribusi pada Balai Pengelola Sarana
Prasarana Perhubungan Wilayah Il Kelas
B dan Jasa Retribusi Terminal
Gagakrimang Kabupaten Blora, dimana
berdasarkan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran direncanakan anggaran untuk
Belanja Jasa Retribusi pada Balai
Pengelola Sarana Prasarana
Perhubungan Wilayah 1l Kelas B sebesar
Rp. 265.000,- per bulan namun sesuai
dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Pati sebesar Rp. 264.000,- per bulan.
Begitu juga untuk Belanja Jasa Retribusi
pada Terminal Gagakrimang Kabupaten
Blora sebesar Rp. 135.000,- per bulan
namun sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pati sebesar Rp. 100.000,-
per bulan.

Pemeliharaan Barang Milik 36,000,000 35,185,000 100 97.74

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

PROGRAM 2,006,430,000 1,944,146,100 100 96.9

PENYELENGGARAAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN (LLAJ)

Penyediaan Perlengkapan Jalan 1,879,680,000 1,828,516,100 100 97.28

di Jalan Provinsi

Audit dan Inspeksi Keselamatan 10,500,000 10,500,000 100 100

LLAJ di Jalan

Penyediaan Angkutan Umum 96,250,000 85,130,000 100 88.45 Tidak terserapnya kegiatan Penyediaan

untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan
Orang dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, sub
kegiatan Pengendalian dan Pengawasan
Ketersediaan Angkutan Umum untuk
Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang
Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi
pekerjaan Honorarium Posko Angkutan
lebaran, natal dan tahun baru pada Balai
Pengelola Sarana Prasarana
Perhubungan Wilayah Il Kelas B
dikarenakan adanya selisih pelaksanaan
Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru,
dimana berdasarkan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran direncanakan
selama 16 hari posko namun sesuai
dengan Surat Perintah Tugas Kepala
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa
Tengah Nomor 094/21.868 tanggal 18
Desember 2023 pelaksanaan posko
hanya dilaksanakan selama 10 hari mulai
tanggal 22 Desember - 3 Januari 2024.
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Penerbitan 1zin Penyelenggaraan 20,000,000 20,000,000 100 100

Angkutan Orang dalam Trayek

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Balai Pengelola Sarana 2,769,230,000 2,690,332,048 100 97.15

Prasarana Perhubungan

Wilayah Il Kelas A

PROGRAM PENUNJANG 582,600,000 561,094,448 100 96.31

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI

Administrasi Keuangan 2,000,000 1,550,000 100 775 Tidak terserapnya anggaran kegiatan

Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah dikarenakan adanya aturan
batasan jumlah honor maksimal yang
harus dibayarkan pada setiap pejabat
pengadaan barang/jasa dalam satu
tahun anggaran.

Administrasi Umum Perangkat 121,400,000 105,794,800 100 87.15 Tidak terserapnya kegiatan Administrasi

Daerah Umum Perangkat Daerah dikarenakan
anggaran belanja cetak dan
penggandaan untuk belanja cetak
tiket/karcis tidak dilaksanakan. Hal ini
dikarenakan stok karcis yang tersedia
masih banyak dan masih mencukupi
untuk satu tahun anggaran.

Penyediaan Jasa Penunjang 43,200,000 41,400,000 100 95.83 Tidak terserapnya anggaran kegiatan

Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah dikarenakan biaya
jasa pengangkutan sampah di Terminal
Tawangmangu nilainya lebih kecil dari
pagu anggaran.

Pemeliharaan Barang Milik 416,000,000 412,349,648 100 99.12

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

PROGRAM 2,186,630,000 2,129,237,600 100 97.38

PENYELENGGARAAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN (LLAJ)

Penyediaan Perlengkapan Jalan 1,760,780,000 1,713,607,600 100 97.32

di Jalan Provinsi

Audit dan Inspeksi Keselamatan 50,400,000 50,400,000 100 100

LLAJ di Jalan

Penyediaan Angkutan Umum 334,600,000 324,520,000 100 96.99

untuk Jasa Angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Penerbitan Izin Penyelenggaraan 40,850,000 40,710,000 100 99.66

Angkutan Orang dalam Trayek

Lintas Daerah Kabupaten/Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Balai Pengelola Sarana 2,283,330,000 2,182,301,400 100 95.58

Prasarana Perhubungan

Wilayah IV Kelas A

PROGRAM PENUNJANG 293,200,000 290,475,000 100 99.07

URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH PROVINSI

Administrasi Keuangan 2,000,000 2,000,000 100 100

Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat 62,200,000 61,745,000 100 99.27

Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang 25,000,000 25,000,000 100 100

Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik 204,000,000 201,730,000 100 98.89

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

PROGRAM 1,990,130,000 1,891,826,400 100 95.06

PENYELENGGARAAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN (LLAJ)

Penyediaan Perlengkapan Jalan 1,783,330,000 1,685,106,400 100 94.49 Tidak terserapnya anggaran kegiatan

di Jalan Provinsi Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan
Provinsi dikarenakan terdapat
narasumber sosialisasi  keselamatan
LLAJ yang tidak dapat hadir memenuhi
undangan serta  sosialisasi  yang
direncanakan menggunakan sewa
gedung dilakukan efisiensi dengan
optimalisasi pemanfaatan aset
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Audit dan Inspeksi Keselamatan 25,000,000 25,000,000 100 100

LLAJ di Jalan

Penyediaan Angkutan Umum 151,800,000 151,720,000 100 99.95

untuk Jasa Angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Penerbitan Izin Penyelenggaraan 30,000,000 30,000,000 100 100

Angkutan Orang dalam Trayek
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
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Balai Pengelola Sarana
Prasarana Perhubungan
Wilayah V Kelas B

1,702,430,000

1,671,429,120

100

98.18

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

229,000,000

219,346,800

100

95.78

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

2,000,000

1,550,000

100

Tidak terserapnya anggaran kegiatan
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah dikarenakan adanya aturan
batasan jumlah honor maksimal yang
harus dibayarkan pada setiap pejabat
pengadaan barang/jasa dalam satu
tahun anggaran.

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

64,280,000

61,976,800

100

96.42

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

13,720,000

7,560,000

100

55.1

Tidak terserapnya anggaran jasa
penunjang urusan pemerintah daerah
dikarenakan sampai dengan saat ini tidak
terdapat Perda tentang retribusi di
kabupaten banyumas sebagai dasar
pemungutan retribusi jasa sampah pada
kantor BPSPP Wilayah V.

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

149,000,000

148,260,000

100

PROGRAM
PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)

1,473,430,000

1,452,082,320

100

98.55

Penyediaan Perlengkapan Jalan
di Jalan Provinsi

1,273,230,000

1,251,882,320

100

98.32

Audit dan Inspeksi Keselamatan
LLAJ di Jalan

15,500,000

15,500,000

100

100

Penyediaan Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

154,700,000

154,700,000

100

100

Penerbitan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

30,000,000

30,000,000

100

100

Balai Pengelola Sarana
Prasarana Perhubungan
Wilayah VI Kelas A

2,492,170,000

2,437,334,670

100

97.8

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

347,900,000

335,023,770

100

96.3

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

2,000,000

1,550,000

100

Tidak terserapnya anggaran kegiatan
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah dikarenakan adanya aturan
batasan jumlah honor maksimal yang
harus dibayarkan pada setiap pejabat
pengadaan barang/jasa dalam satu
tahun anggaran.

Administrasi Umum Perangkat
Daerah

73,500,000

62,829,770

100

85.48

Tidak terserapnya anggaran kegiatan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
dikarenakan anggaran belanja cetak dan
penggandaan untuk belanja cetak
tiket/karcis tidak dilaksanakan. Hal ini
dikarenakan stok karcis yang tersedia
masih banyak dan masih mencukupi
untuk satu tahun anggaran.

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

26,400,000

26,400,000

100

100

Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

246,000,000

244,244,000

100

99.29

PROGRAM
PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN (LLAJ)

2,144,270,000

2,102,310,900

100

98.04

Penyediaan Perlengkapan Jalan
di Jalan Provinsi

1,881,680,000

1,839,720,900

100

97.77

Audit dan Inspeksi Keselamatan
LLAJ di Jalan

21,990,000

21,990,000

100

100

Penyediaan Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

210,600,000

210,600,000

100

100

Penerbitan 1zin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

30,000,000

30,000,000

100

100

Balai Transportasi Jawa
Tengah

107,489,970,000

105,991,521,980

100

98.61

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

434,000,000

415,430,075

100

95.72
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Administrasi Umum Perangkat 26,500,000 14,459,925 100 54.57 Tidak terserapnya anggaran kegiatan

Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah
dikarenakan pada kegiatan penyediaan
peralatan rumah tangga
(alcohol/handsanitiser) sudah
mendapatkan bantuan berupa masker
dan handsanitizer dari BPBD Prov.
Jateng.

Pengadaan Barang Milik Daerah 200,000,000 198,717,750 100 99.36

Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang 5,000,000 2,228,400 100 44.57 Tidak Terserapnya kegiatan Penyediaan

Urusan Pemerintahan Daerah Jasa  Penunjang Umum Urusan
Pemerintahan Daerah  dikarenakan
anggaran untuk membayar
biaya/retribusi pengambilan sampah di
koridor Bawen, Sragen, Magelang dan
Kendal belum dikenakan pungutan
sampah oleh pemerintah kab/kota, saat
ini anggaran baru terserap untuk
pungutan sampah pada rute Purwokerto,
Gubug, dan Wonogiri.

Pemeliharaan Barang Milik 202,500,000 200,024,000 100 98.78

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

PROGRAM 105,942,854,000 104,596,316,286 100 98.73

PENYELENGGARAAN LALU

LINTAS DAN ANGKUTAN

JALAN (LLAJ)

Penyediaan Perlengkapan Jalan 1,833,020,000 1,812,895,736 100 98.9

di Jalan Provinsi

Penyediaan Angkutan Umum 104,109,834,000 102,783,420,550 100 98.73

untuk Jasa Angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota

dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

PROGRAM PENGELOLAAN 1,113,116,000 979,775,619 100 88.02

PELAYARAN

Penetapan Lintas 1,113,116,000 979,775,619 100 88.02 Tidak Terserapnya kegiatan Penetapan

Penyeberangan dan Persetujuan
Pengoperasian untuk Kapal yang
Melayani Penyeberangan Lintas
Pelabuhan antar Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
Daerah Provinsi

Lintas Penyeberangan dan Persetujuan
Pengoperasian  untuk  Kapal yang
Melayani Penyeberangan Lintas
Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi karena
adanya kru ABK KMC Kartini 1 yang
sudah mengundurkan diri dan tidak ada
penggantinya, sehingga untuk serapan
honor, gaji dan pembayaran bpjs lainnya
tidak dapat terserap.
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Bab 1V
Kebijakan Akuntansi

Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik
yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari
prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang
menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
berupa laporan keuangan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan PA/PB dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
Entitas di pemerintah daerah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan
adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung-jawaban berupa laporan
keuangan Pemerintah Daerah. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja penguna anggaran/pengguna barang
dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam hal ini, yaang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah
seluruh SKPD dan PPKD.

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Kebijakan akuntansi bertujuan untuk memberikan pedoman bagi entitas akuntansi dan entitas
pelaporan dalam menyusun laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan
keuangan antar periode maupun antar entitas pelaporan. Kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan peraturan di atas, kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Tengah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual.

Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1) PENDAPATAN
Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari
sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/
dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Dalam

hal besaran pengurang terhadap pendapatan- LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap
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pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai,

maka azas bruto dapat dikecualikan, seperti biaya administrasi bank pemungut/penampung

pendapatan, biaya pembebanan kartu kredit dan biaya ATM.

BELANJA

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber

pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.

BEBAN

a) Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban
pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan
perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada
pegawai dimaksud yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran (PA/KPA).

b) Beban Barang dan Jasa

e Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan
kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah mendapatkan
persetujuan dari PA/KPA, dan/atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak
memenuhi kapitalisasi aset.

e Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan
kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah mendapatkan
persetujuan dari PA/KPA dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan
transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.

e Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/atau
tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah
mendapatkan persetujuan dari PA/KPA.

e Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja
barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja
barang diserahkan kepada masyarakat yang telah mendapatkan persetujuan dari PA/KPA
dan/atau pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat
berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada
masyarakat.

e Beban Penyusutan dan Amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan
penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional
(kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.

ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikusai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat
dari masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi /sosial di masa depan diharapkan dapat di peroleh,
baik oleh pemerintah maupaun oleh masyarakat, serta dapat di ukur dalam satuan uang, termasuk
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber - sumber daya yang di pelihara karena alasan sejarah dan budaya, Dalam pengertian Aset ini

tidak termasuk sumber daya Alam seperti Hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan
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pertambangan , Aset di akui pada saat diterima atau saat hak kepemilikan berpindah. Aset di
klasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainya.

KEWAIJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dar peristiwa masa lalu. kewajiban pada SKPD berupa
kewajiban Kepada PPKD berupa keterlambatan penyampian sisa uang persediaan dan berupa
pendapatan yang ditangguhkan, Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainya.
EKUITAS

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih aset dan utang pemerintah,

ekuitas dana diklasifikasikan menjadi ekuitas dana lancar dan ekuitas dana diinventasikan.

Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

a.

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

1) Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas
laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.

2) Komponen laporan keuangan pemerintah untuk entitas akuntansi terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3) Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian
target perda APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

b) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;

¢) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-
kejadian penting lainnya;

d) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak
disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

4) Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis
akrual;

5) Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusat pertanggungjawaban
harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan ;

6) Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Daerah secara keseluruhan, sedangkan
pusat-pusat pertanggungjawaban ada pada SKPD dan Biro Keuangan.

Kebijakan Akuntansi Pendapatan

1) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah
lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
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Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum
daerah, kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah daerah pada saat
pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Kas atas pendapatan-LRA yang telah diterima oleh bendahara penerimaan/penerimaan
pembantu dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Umum Daerah, dengan
ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

Pendapatan yang diterima oleh bendahara penerimaan/penerimaan pembantu namun belum
dianggarkan oleh APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang
diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas
setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di SKPD pemungut dan penyetor.
Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan
LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam
mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal
transaksi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK diungkapkan dan disajikan secara spesifik dan
perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam
periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu
pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran
masuk sumber daya ekonomi.

Entitas pemerintah menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber
pendapatan.

Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila Realisasi pendapatan LO dalam
mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang
asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Disamping disajikan pada LO, pendapatan-LO juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada
CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari

pendapatan-LO

Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

1)

2)

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi
Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus
pengeluaran  melalui  bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah. Dalam hal
BLUD, belanja diakui pada saat diterbitkannya Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD.
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Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata
uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK diungkapkan dan disajikan secara spesifik dan
perbandingan antara anggaran dan realisasinya selama 2 (dua) tahun terakhir.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang
hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang
berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

Beban disajikan dalam laporan operasional. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian,
analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas

Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Di Muka

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah
melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan
akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah. Contoh beban dibayar
dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.

Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu
ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis terkonsumsi pada periode
pelaporan.

Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja
atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu
sebagai beban.

Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya
(atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya
direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.

Perhitungan beban dibayar dimuka pada akhir periode pelaporan dilakukan secara bulanan dan
Belanja Dibayar tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih.

Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas
beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-
LS.

Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis

beban dibayar dimuka pada CaLK.

Kebijakan Akuntansi Persediaan

1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk

2)

mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk

dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Barang persediaan dapat terdiri dari :

a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional

pemerintah,
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b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi,

c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat,

d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka
kegiatan pemerintahan.

Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di

neraca, satuan kerja melaksanakan stock opname (inventarisasi fisik) persediaan yang dilakukan

secara periodik. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan

penyesuaian data nilai persediaan.

Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan

untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas

operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan;

jalan, irigrasi dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan (KDP).

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat

diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap menggunakan azas subtance over form dan akan

sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada

saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap :

a) Berwujud

b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan

c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas

e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset

adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai

wajar pada saat perolehan.

Komponen biaya perolehan aset terdiri dari :

a) Harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan
diskon dan rabat.

b) Seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset sehingga
dapat membawa aset ke kondisi yang membuat aset tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut :

a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin adalah yang sama dengan atau lebih dari
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan yang sama dengan atau lebih dari
Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

¢) Nilai satuan minimum Kkapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk
tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang

bercorak kesenian/kebudayaan.
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7) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasikan pada nilai aset

jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a) pengeluaran tersebut menambah volume/kapasitas aset; atau,
b) semula aset tersebut rusak berat dan tidak dapat dipergunakan menjadi siap digunakan.

8) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan
(depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk
masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan
beban penyusutan dalam LO. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap
disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan
dana cadangan.

Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran

keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang/jasa atau

gaji yang belum dibayar, yang pelunasannya akan dilakukan dengan pengeluaran belanja pemerintah.

Kewajiban berdasarkan jatuh temponya diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:

1) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu (12) dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.

2) Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih
dari (12) dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang

handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna

laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK.

Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisin antara aset dan kewajiban

pemerintah. Dalam basis akrual pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir

ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan perubahan Ekuitas.
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Bab V
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2022 Nomor 13), Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2022 Nomor 13), dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 41) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 13A Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13A).
Penjelasan lebih lanjut mengenai anggaran dan realisasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1 PENJELASAN REKENING LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran Setelah 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Kenaikan/ %
Perubahan (Rp) Penurunan (Rp)
1 Pendapatan 27.900.000.000,00 32.210.371.641,00 115,45 26.898.579.336,00 5.311.792.305,00 19,75
Belanja dan
2 transfer 200.605.355.000,00 196.666.609.343,00 98,04 167.478.841.939,00 29.187.767.404,00 17,43
(Sgéfrl)!:;/ (172.705.355.000,00) (164.456.237.702,00) 95,22 (140.580.262.603,00) (23.875.975.099,00) 16,98
3 Penerimaan
Pembiayaan
4 Pengeluaran
Pembiayaan
Pembiayaa
n netto

5 SiLPA (172.705.355.000,00) (164.456.237.702,00) 95,22 (140.580.262.603,00) (23.875.975.099,00) 16,98

5.1.1 PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp27.900.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp32.210.371.641,00 Atau 115,45 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp
26.898.579.336,00 mengalami kenaikan sebesar Rp, 5.311.792.305,00 atau 19,75 % dengan rincian

5.1.1 PENDAPATAN

Anggaran Setelah Kenaikan/

0, 0,
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %

1 Pendapatan Asli Daerah  27.900.000.000,00 32.210.371.641,00 115,45 26.898.579.336,00  5.311.792.305,00 19,75

2 Pendapatan Transfer

Lain-Lain Pendapatan
Yang Sah

Jumlah 27.900.000.000,00 32.210.371.641,00 115,45  26.898.579.336,00  5.311.792.305,00 19,75
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Pendapatan yang dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang diterima
selama TA. 2023. Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah terdiri
dari Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang sah yang mana pendapatan pada masing-

masing akun dapat dilihat pada tabel dibawah :

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli  Daerah ditargetkan sebesar Rp27.900.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp32.210.371.641,00 atau 11545 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp26.898.579.336,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.311.792.305,00 atau 19,75 % dengan rincian
sebagai berikut :

5.1.1.1 PENDAPATAN ASL| DAERAH

Anggaran Setelah Kenaikan/

0, 0,
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %

Pendapatan Pajak
Daerah

Pendapatan Retribusi
Daerah

Hasil Pengelolaan

3 Kekay aan Daerah yang

5.400.000.000,00 4.673.782.700,00 86,55 4.419.443.200,00 254.339.500,00 5,76

dipisahkan
4 Lain-Lain PAD yang Sah 22.500.000.000,00 27.536.588.941,00 122,38 22.479.136.136,00 5.057.452.805,00 22,50
Jumlah 27.900.000.000,00  32.210.371.641,00 115,45  26.898.579.336,00 5.311.792.305,00 19,75

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp5.400.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp4.673.782.700,00 atau 86,55 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp4.419.443.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp254.339.500,00 atau 5,76 % dengan rincian sebagai
berikut :

Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa

Tengah dengan rincian sebagai berikut :

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran Setelah Kenaikan/

0, 0,
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %
1 Retribusi Jasa Umum
2 Retribusi Jasa Usaha 4.959.875.000,00 4.318.257.700,00 87,06 3.924.343.200,00 393.914.500,00 10,04
Retribusi Perizinan
3 440.125.000,00 355.525.000,00 80,78 495.100.000,00 (139.575.000,00) (28,19)

Tertentu

Jumlah 5.400.000.000,00 4.673.782.700,00 86,55 4.419.443.200,00 254.339.500,00 5,76

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp4.959.875.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp4.318.257.700,00 atau 87,06 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp3.924.343.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp393.914.500,00 atau 10,04 % dengan rincian sebagai
berikut:
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5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Anggaran Setelah Kenaikan/

0 0,
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %

Retribusi Pemakaian Kekay aan

1 Daerah 111.510.000,00 104.400.000,00 93,62 55.990.000,00 48.410.000,00 86,46
2 Retribusi Tempat Pelelangan - - -
3 Retribusi Terminal 4.848.365.000,00 4.213.857.700,00 86,91 3.868.353.200,00 345.504.500,00 8,93
2 Retribusi Tempat ) )

Penginapan/Pesanggrahan/ Vila
5 Retribusi Rumah Potong Hewan - - -
6 Retribusi Kepelabuhan - - -
7 Retribusi Tempat Rekreasi dan ) )

Olahraga
8 Retribusi Peny eberangan di Air - - -
9 Retribusi Penjualan Produksi } } R

Usaha Daerah

Jumlah 4.959.875.000,00 4.318.257.700,00 87,06 3.924.343.200,00 393.914.500,00 10,04

5.1.1.1.2.2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp111.510.000,00 dengan realisasi
sebesar Rpl104.400.000,00 atau 93,62 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp55.990.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp48.410.000,00 atau 86,46 % dengan rincian sebagai
berikut :

5.1.1.1.2.2.1 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Anggaran Setelah Kenaikan/

0, 0,
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %

Retribusi Peny ewaan

1 16.800.000,00 16.000.000,00 95,24 15.000.000,00 1.000.000,00 6,67
Tanah dan Bangunan
2 s;:;:USI Peny ewaan 17.210.000,00 17.900.000,00 104,01 17.240.000,00 660.000,00 3,83
3 Retribusi Peny ewaan } : }
Bangunan
4 Retribusi Pemakaian ) ) )
Laboratorium
5  Retribusi Pemakaian 77.500.000,00 70.500.000,00 90,97 23.750.000,00  46.750.000,00 196,84
Ruangan
6 Retribusi Pemakaian } ) )
Kendaraan Bermotor
Retribusi Pemakaian
T At ) ) )
Jumlah 111.510.000,00 104.400.000,00 93,62 55.990.000,00  48.410.000,00 86,46

5.1.1.1.2.2.3 Retribusi Terminal
Pendapatan Retribusi Terminal ditargetkan sebesar Rp4.848.365.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp4.213.857.700,00 atau 86,91 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp3.868.353.200,00 mengalami kenaikan sebesar Rp345.504.500,00 atau 8,93%.

5.1.1.1.2.2.3 Retribusi Terminal

Anggaran Setelah Kenaikan/

0, 0,
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %

Peny ediaan Tempat Parkir
1 untuk Kendaraan Penumpang 158.280.000,00 163.104.000,00 103,05 145.110.000,00 17.994.000,00 12,40

dan Bus Umum

Retribusi Pelay anan

2 penyediaan Tempat Kegiatan 1.530.210.000,00 1.976.580.700,00 129,17 1.744.053.000,00 232.527.700,00 13,33
Usaha
Retribusi Pelay anan

3 Penyediaan Fasilitas Lainnya 3.159.875.000,00 2.074.173.000,00 65,64 1.979.190.200,00 94.982.800,00 4,80

di Lingkungan Terminal
Jumlah 4.848.365.000,00  4.213.857.700,00 86,91  3.868.353.200,00 345.504.500,00 8,93
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5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp440.125.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp355.525.000,00 atau 80,78 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp495.100.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp139.575.000,00 atau 28,19 % dengan rincian sebagai
berikut :

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Anggaran Setelah Kenaikan/

0, 0,
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %

Retribusi 1zin Mendirikan

1
Bangunan
p  RetribusiIzin Tray ek untuk 440.125.000,00 355.525.000,00 495.100.000,00  (139.575.000,00) (28,19)
Meny ediakan Pelay anan
3 Retribusi 1zin Usaha
Perikanan
2 Retribusi Pengendalian Lalu
Lintas
5 Retribusi Perpanjangan lzin
Mempekerjakan Tenaga
6 Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung
Retribusi Penggunaan
7 Tenaga Kerja Asing (TKA)
Retribusi Pengelolaan
8 Pertambangan Raky at
Jumlah 440.125.000,00 355.525.000,00 80,78 495.100.000,00  (139.575.000,00) (28,19)

5.1.1.1.2.3.2 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum ditargetkan sebesar
Rp440.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp355.525.000,00 atau 80,78 %, apabila dibandingkan realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp495.100.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp139.575.000,00 atau 28,19 %

dengan rincian sebagai berikut :

5.1.1.1.2.3.2 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Anggaran Setelah Kenaikan/

0, 0,
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %

Retribusi Izin Tray ek untuk
1 Meny ediakan Pelay anan 440.125.000,00 355.525.000,00 80,78 495.100.000,00  (139.575.000,00) (28,19)
Angkutan Umum

Jumlah 440.125.000,00 355.525.000,00 80,78  495.100.000,00  (139.575.000,00) (28,19)

5.1.1.1.3 Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan sebesar Rp22.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp22.479.136.136,00 atau 122,38 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp22.479.136.136,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.057.452.805,00 atau 22,50 % dengan rincian sebagai
berikut :

5.1.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Anggaran Setelah Kenaikan/

0, 0,
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %

Hasil Penjualan BMD

1 - -
Y ang Tidak Dipisahkan

2 Hasil Selisih Lebih Tukar ) .
Menukar BMD y ang

3 Hasil Pemanfaatan BMD

yang Tidak Dipisahkan
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4 Hasil Kerja Sama Daerah - - - -

5 Jasa Giro - - - -
Hasil Pengelolaan Dana
Bergulir
7 Pendapatan Bunga - - - -
Penerimaan atas
8  Tuntutan Ganti Kerugian - - - -
Keuangan Daerah
Penerimaan Komisi,
9  Potongan, atau Bentuk 22.500.000.000,00 27.460.516.091,00 122,05 22.409.202.336,00 5.051.313.755,00 22,54
Lain
Penerimaan Keuntungan
10 dari Selisih Nilai Tukar B : B :
Rupiah terhadap Mata
Uang Asing
Pendapatan Denda atas
11 Keterlambatan - - - -
Pelaksanaan Pekerjaan
12 Pendapatan Denda Pajak ) . . )
Daerah
Pendapatan Denda
Retribusi Daerah
14 Pendapatan Hasil ) } ) }
Eksekusi atas Jaminan
Pendapatan dari
Pengembalian
16 Pendapatan BLUD - - - -
Pendapatan Denda
17 Pemanfaatan BMD yang - - - -
tidak Dipisahkan
Pendapatan Dana
Kapitasi Jaminan
18 Kesehatan Nasional ) ) ) )
(JKN) pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
Pendapatan Hasil
19 Pengelolaan Dana - - - -
Bergulir
Pendapatan Berdasarkan
20 Putusan Pengadilan - - - -
(Inkracht)
Pendapatan Denda atas
21 Pelanggaran Peraturan - - - -
Daerah
22 Pendapatan Zakat - - - -

13 76.072.850,00 69.933.800,00 6.139.050,00 8,78

Jumlah 22.500.000.000,00 27.536.588.941,00 122,38 22.479.136.136,00 5.057.452.805,00 22,50

5.1.1.1.3.9 Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan sebesar Rp22.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp27.460.516.091,00 atau 122,05 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp22.409.202.336,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.051.313.755,00 atau 22,54 % dengan rincian sebagai
berikut :

5.1.1.1.3.9 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Anggaran Setelah Kenaikan/

0, 0,
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %

Penerimaan Komisi,
1 Potongan, atau Bentuk 22.500.000.000,00 27.460.516.091,00 122,05 22.409.202.336,00  5.051.313.755,00 22,54
Lain

Jumlah 22.500.000.000,00 27.460.516.091,00 122,05 22.409.202.336,00  5.051.313.755,00 22,54

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain untuk Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada
Tahun Anggaran 2023 melampaui target dikarenakan adanya peningkatan dari penerimaan yang berasal dari

pembukaan koridor baru yaitu baru Koridor 7 Bus Rapid Transit (BRT) Trans Jateng Rute Solo-Wonogiri.
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5.1.1.1.3.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp76.072.850,00
atau - %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp69.933.800,00 mengalami kenaikan
sebesar Rp6.139.050,00 atau 8,78 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.1.1.3.13 Pendapatan Denda Retribusi Daerah

Anggaran Setelah Kenaikan/

0, 0,
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %

Pendapatan Denda
Retribusi Jasa Umum
Pendapatan Denda

2 R 20.263.350,00 17.999.300,00 2.264.050,00 12,58
Retribusi Jasa Usaha
Pendapatan Denda
3 Retribusi Perizinan - 55.809.500,00 51.934.500,00 3.875.000,00 7,46
Tertentu
Jumlah - 76.072.850,00 69.933.800,00 6.139.050,00 8,78

5.1.2 BELANJA
Belanja Daerah
Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp200.605.355.000,00 dengan realisasi sebesar Rp196.666.609.343,00
atau 98,04 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp167.478.841.939,00 mengalami
kenaikan sebesar Rp29.187.767.404,00 atau 17,43 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2 BELANJA DAERAH

Anggaran Setelah o Kenaikan/ o
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %
1 Belanja Operasional 179.057.963.000,00 175.346.039.008,00 97,93 159.259.844.254,00  16.086.194.754,00 10,10
2 Belanja Modal 21.547.392.000,00 21.320.570.335,00 98,95 8.218.997.685,00  13.101.572.650,00 159,41

3 Belanja Tidak Terduga - - -
4  Belanja Transfer - - -

Jumlah 200.605.355.000,00 196.666.609.343,00 98,04 167.478.841.939,00  29.187.767.404,00 17,43

Belanja yang dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja
bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023. Perincian belanja pada Laporan Realisasi Anggaran

dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah sampai rekening per objek belanja.

5.1.2.1 Belanja Operasi
Belanja  Operasional  dianggarkan sebesar Rp179.057.963.000,00 dengan realisasi  sebesar
Rp175.346.039.008,00 atau 98,24 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp159.259.844.254,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.086.194.754,00 atau 10,10 % dengan rincian

sebagai berikut :

5.1.2.1 BELANJA OPERASIONAL

Anggaran Setelah Kenaikan/

0, 0
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %

1 Belanja Pegawai 42.913.593.000,00  41.829.436.160,00 97,47 40.331.961.685,00 1.497.474.475,00 3,71

Belanja Barang dan

Jasa 136.144.370.000,00 133.516.602.848,00 98,07 118.927.882.569,00  14.588.720.279,00 12,27

3 Belanja Bunga - - - -
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4 Belanja Subsidi - - - -

5 Belanja Hibah - - - -

6 Belanja Bantuan Sosial - - - -

Jumlah 179.057.963.000,00 175.346.039.008,00 97,93 159.259.844.254,00 16.086.194.754,00 10,10

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai
Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp42.913.593.000,00 dengan realisasi sebesar Rp40.331.961.685,00
atau 97,47 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp40.331.961.685,00 mengalami
kenaikan sebesar Rp1.497.474.475,00 atau 3,71 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran Setelah Kenaikan/

0, 0
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %

Belanja Gaji dan
Tunjangan ASN
Belanja Tambahan
Penghasilan ASN
Tambahan Penghasilan
3 berdasarkan 719.010.000,00 660.100.000,00 91,81 662.110.000,00 (2.010.000,00) (0,30)
Pertimbangan Objektif

Belanja Gaji dan

Tunjangan DPRD

Belanja Gaji dan

Tunjangan KDH/WKDH

19.667.471.000,00 19.004.726.240,00 96,63 19.488.459.540,00 (483.733.300,00) (2,48)

22.527.112.000,00 22.164.609.920,00 98,39 20.181.392.145,00 1.983.217.775,00 9,83

Belanja Penerimaan

6 Lainnya Pimpinan DPRD - - - -
serta KDH/WKDH

7  Belanja Pegawai BOS - - - -

8 Belanja Pegawai BLUD - - - -

Jumlah 42.913.593.000,00 41.829.436.160,00 97,47 40.331.961.685,00 1.497.474.475,00 3,71

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar 19.667.471.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp19.004.726.240,00 atau 96,63 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp19.488.459.540,00 mengalami penurunan sebesar Rp483.733.300,00 atau 2,48 % dengan rincian sebagai
berikut :

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Anggaran Setelah Kenaikan/
2023 (R o 2022 (R o
Perubahan (Rp) 023 (Rp) ? 022 (Rp) Penurunan (Rp) ?
1 Belanja Gaji Pokok ASN 14.708.716.000,00  14.289.654.892,00 97,15  14.642.321.860,00  (352.666.968,00) (2,41)
o  Belanja Tunjangan 1.425.985.000,00  1.386.566.614,00 97,24  1.415.206.257,00 (28.639.643,00)  (2,02)
Keluarga ASN
3 Belanja Tunjangan 373.720.000,00 353.010.000,00 94,46 373.720.000,00 (20.710.000,00)  (5,54)
Jabatan ASN
4 Belania Tunjangan 202.640.000,00 198.700.000,00 98,06 153.080.000,00 45.620.000,00 29,80
Fungsional ASN
5  Belanja Tunjangan 625.815.000,00 613.455.000,00 98,02 625.815.000,00 (12.360.000,00)  (1,98)
Fungsional Umum ASN
6 2:';”’5‘ Tunjangan Beras 857.381.000,00 831.743.700,00 97,01 855.062.940,00 (23.319.240,00) (2,73)
Belanja Tunj
7 |°eanatunjangan 61.724.000,00 44.283.636,00 71,74 44.003.803,00 279.833,00 0,64
PPh/Tunjangan Khusus
g Belanja Pembulatan Gaji 192.000,00 189.564,00 98,73 188.661,00 903,00 0,48

ASN
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11

12

13

14

15

Belanja Iuran Jaminan
Kesehatan ASN

Belanja Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja ASN

Belanja Iuran Jaminan
Kematian ASN

Belanja luran Simpanan
Peserta Tabungan
Belanja Jaminan Hari Tua
ASN

Belanja Tunjangan
Khusus*)

Belanja Zakat ASN

Jumlah

1.283.932.000,00

30.500.000,00

96.866.000,00

1.169.863.948,00 91,12

29.314.712,00 96,11

87.944.174,00 90,79

1.258.791.062,00

30.067.489,00

90.202.468,00

(88.927.114,00)

(752.777,00)

(2.258.294,00)

36

(7,06)

(2,50)

(2,50)

19.667.471.000,00

19.004.726.240,00 96,63

19.488.459.540,00

(483.733.300,00)

(2,48)

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN
Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp22.527.112.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp22.164.609.920,00 atau 98,39

%,

apabila dibandingkan

realisasi

tahun sebelumnya sebesar

Rp20.181.392.145,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.983.217.775,00 atau 9,83 % dengan rincian sebagai
berikut :

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Tambahan Penghasilan
berdasarkan Beban Kerja
ASN
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Tempat
Bertugas ASN
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Kondisi Kerja
ASN
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Kelangkaan
Profesi ASN
Tambahan Penghasilan
berdasarkan Prestasi
Kerja ASN

Jumlah

Anggaran Setelah
Perubahan (Rp)

2022 (Rp)

Kenaikan/
Penurunan (Rp)

%

22.527.112.000,00

20.181.392.145,00

1.983.217.775,00

9,83

22.527.112.000,00

2023 (Rp) %
22.164.609.920,00 98,39
22.164.609.920,00 98,39

20.181.392.145,00

1.983.217.775,00

9,83

5.1.2.1.1.3 Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar
Rp719.010.000,00 dengan realisasi sebesar Rp660.100.000,00 atau 91,81 %, apabila dibandingkan realisasi
tahun sebelumnya sebesar Rp662.110.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.010.000,00 atau 0,30 %

dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Belanja Insentif bagi ASN
atas Pemungutan Pajak
Daerah

Belanja bagi ASN atas
Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah

Belanja Tunjangan Profesi
Guru (TPG) PNSD

Belanja Tunjangan
Khusus Guru (TKG)
PNSD

Anggaran Setelah
Perubahan (Rp)

2023 (Rp) %

2022 (Rp)

Kenaikan/
Penurunan (Rp)

%




Belanja Tambahan
5  Penghasilan (Tamsil)
Guru PNSD

Belanja Jasa Pelay anan
Kesehatan bagi ASN
7 Belanja Honorarium

Belanja Jasa Pengelolaan
BMD

Jumlah

719.010.000,00

660.100.000,00

91,81

662.110.000,00
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(2.010.000,00)  (0,30)

719.010.000,00

660.100.000,00

91,81

662.110.000,00

(2.010.000,00)  (0,30)

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp136.144.370.000,00 dengan realisasi sebesar Rp

133.516.602.848,00 atau 98,07

%,

apabila dibandingkan

realisasi

tahun

sebelumnya sebesar

Rp118.927.882.569,00 mengalami kenaikan sebesar Rp14.588.720.279,00 atau 12,27 % dengan rincian

sebagai berikut :

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

1 Belanja Barang

2 Belanja Jasa

3 Belanja Pemeliharaan

4 Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Uang dan/atau
Jasa untuk Diberikan
5 kepada Pihak
Ketiga/Pihak
Lain/Masy arakat

Belanja Barang dan Jasa

BOP

7 Belanja Barang dan Jasa
BOS

8 Belanja Barang dan Jasa
BLUD

Jumlah

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang

Anggaran Setelah
Perubahan (Rp)

2023 (Rp)

%

2022 (Rp)

Kenaikan/

0
Penurunan (Rp) i

3.931.685.000,00

119.687.739.000,00

5.439.550.000,00

7.067.396.000,00

18.000.000,00

3.798.782.509,00

117.552.035.966,00

5.237.158.303,00

6.910.626.070,00

18.000.000,00

96,62

98,22

96,28

97,78

100,00

2.600.978.178,00

105.472.731.451,00

4.872.685.940,00

5.963.487.000,00

18.000.000,00

1.197.804.331,00 46,05
12.079.304.515,00 11,45
364.472.363,00 7,48

947.139.070,00 15,88

136.144.370.000,00

133.516.602.848,00

98,07

118.927.882.569,00

14.588.720.279,00 12,27

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp3.931.685.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.798.782.509,00 atau

96,62

kenaikan sebesar Rp1.197.804.331,00 atau 46,05 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang

Belanja Barang Habis

1 ;
Pakai

2 Belanja Barang Tak Habis
Pakai

3 Belanja Barang Bekas

Dipakai

%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.600.978.178,00 mengalami

Anggaran Setelah

Perubahan (Rp)

2023 (Rp)

%

2022 (Rp)

Kenaikan/

%
Penurunan (Rp) °

3.931.685.000,00

3.798.782.509,00 96,62

2.600.978.178,00

1.197.804.331,00 46,05

3.931.685.000,00

3.798.782.509,00

96,62

2.600.978.178,00

1.197.804.331,00 46,05




5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa
Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp119.687.739.000,00 dengan realisasi sebesar Rp117.552.035.966,00
atau 98,22 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp105.472.731.451,00 mengalami
kenaikan sebesar Rp12.079.304.515,00 atau 11,45 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa

10

11

12

13

14

15

Belanja Jasa Kantor

Belanja luran
Jaminan/Asuransi

Belanja Sewa Tanah

Belanja Sewa Peralatan
dan Mesin

Belanja Sewa Gedung dan
Bangunan

Belanja Sewa Jalan,
Jaringan dan Irigasi

Belanja Sewa Aset Tetap
Lainny a

Belanja Jasa Konsultansi
Konstruksi

Belanja Jasa Konsultansi
Non Konstruksi

Belanja Jasa
Ketersediaan Lay anan
(Av ailibility Pay ment)
Belanja Beasiswa
Pendidikan PNS

Belanja Kursus/Pelatihan,
Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis serta Pendidikan

dan Pelatihan PNS/PPPK

Belanja Jasa Insentif bagi
Pegawai Non ASN atas
Pemungutan Pajak
Daerah

Belanja Jasa Insentif bagi
Pegawai Non ASN atas
Pemungutan Retribusi
Daerah

Belanja Sewa Aset Tidak
Berwujud

Jumlah

38

Anggaran Setelah
Perubahan (Rp)

2023 (Rp)

%

2022 (Rp)

Kenaikan/
Penurunan (Rp)

%

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

Belanja
Rp5.237.158.303,00 atau 96,28

Pemeliharaan

33.600.129.000,00 32.744.955.601,00 97,45 30.269.834.746,00 2.475.120.855,00 8,18
1.677.923.000,00 1.347.384.771,00 80,30 1.248.871.871,00 98.512.900,00 7,89
83.015.354.000,00 82.315.340.000,00 99,16 72.819.494.500,00 9.495.845.500,00 13,04
478.376.000,00 257.852.704,00 53,90 284.441.134,00 (26.588.430,00) (9,35)

32.800.000,00 32.536.000,00 99,20 13.990.000,00 18.546.000,00 132,57

482.782.000,00 482.665.890,00 99,98 774.699.000,00 (292.033.110,00) (37,70)

50.000.000,00 49.950.000,00 99,90 44.400.000,00 5.550.000,00 12,50

350.375.000,00 321.351.000,00 91,72 17.000.200,00 304.350.800,00 1.790,28

119.687.739.000,00 117.552.035.966,00 98,22 105.472.731.451,00 12.079.304.515,00 11,45
dianggarkan  sebesar  Rp5.439.550.000,00 dengan realisasi  sebesar
%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar

Rp4.872.685.940,00 mengalami kenaikan sebesar Rp364.472.363,00 atau 7,48 % dengan rincian sebagai
berikut :

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan
Tanah

Belanja Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin

Anggaran Setelah
Perubahan (Rp)

2023 (Rp)

%

2022 (Rp)

Kenaikan/
Penurunan (Rp)

%

1.490.350.000,00

1.371.127.455,00 92,00

1.475.325.960,00

(104.198.505,00)

(7,06)
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Belanja Pemeliharaan
3 3.949.200.000,00 3.866.030.848,00 97,89 3.397.359.980,00 468.670.868,00 13,80
Gedung dan Bangunan
Belanja Pemeliharaan
4 Jalan, Jaringan, dan - - - -
Irigasi
Belanja Pemeliharaan
Aset Tetap Lainny a
Belanja Pemeliharaan

6 - - - -
Aset Tidak Berwujud

Jumlah 5.439.550.000,00 5.237.158.303,00 96,28 4.872.685.940,00 364.472.363,00 7,48

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp7.067.396.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp6.910.626.070,00 atau 97,78 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp5.963.487.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp947.139.070,00 atau 15,88 % dengan rincian sebagai
berikut :

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Anggaran Setelah Kenaikan/

0, 0,
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %

Belanja Perjalanan Dinas
1 ) 7.067.396.000,00 6.910.626.070,00 97,78 5.963.487.000,00 947.139.070,00 15,88
Dalam Negeri

> Belanja Perjalanan Dinas
Luar Negeri ) )

Jumlah 7.067.396.000,00 6.910.626.070,00 97,78 5.963.487.000,00 947.139.070,00 15,88

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dianggarkan
sebesar Rp18.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.000.000,00 atau 100,00 %, apabila dibandingkan
realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp18.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp0,00 atau - % dengan

rincian sebagai berikut :

5.1.2.1.2.5 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Anggaran Setelah Kenaikan/

0, 0,
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %

Belanja Uang y ang

Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak

Lain/Masy arakat

Belanja Jasa y ang

Diberikan kepada Pihak

Ketiga/Pihak

Lain/Masy arakat
Jumlah 18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 18.000.000,00

18.000.000,00 18.000.000,00 100,00 18.000.000,00

BELANJA MODAL

5.2. Belanja Modal
Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp21.547.392.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.320.570.335,00
atau 98,95 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp Rp8.218.997.685,00 mengalami
kenaikan sebesar Rp13.101.572.650,00 atau 159,41 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2 BELANJAMODAL

Anggaran Setelah Kenaikan/

0 0
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %

1 Belanja Modal Tanah - -



5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset
Lainny a

7.

14.

229.741.000,00

117.651.000,00

200.000.000,00

7.109.875.570,00

14.011.977.015,00

198.717.750,00

98,34

99,25

1.978.990.450,00

6.240.007.235,00

5.130.885.120,00

7.771.969.780,00

198.717.750,00

259,27

124,55

40

Jumlah

21.

547.392.000,00

21.320.570.335,00

98,95

8.218.997.685,00

13.101.572.650,00

159,41

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp7.229.741.000,00 dengan realisasi sebesar

Rp7.109.875.570,00 atau 98,34

%,

apabila dibandingkan

realisasi

tahun sebelumnya sebesar

Rp1.978.990.450,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.130.885.120,00 atau 259,27. % dengan rincian
sebagai berikut :

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Belanja Modal Alat Besar

Belanja Modal Alat
Angkutan

Belanja Modal Alat
Bengkel dan Alat Ukur

Belanja Modal Alat
Pertanian

Belanja Modal Alat Kantor
dan Rumah Tangga

Belanja Modal Alat Studio,
Komunikasi, dan
Pemancar

Belanja Modal Alat
Kedokteran dan
Kesehatan

Belanja Modal Alat
Laboratorium

Belanja Modal Alat
Persenjataan

Belanja Modal Komputer

Belanja Modal Alat
Eksplorasi

Belanja Modal Alat
Pengeboran

Belanja Modal Alat
Produksi, Pengolahan,
dan Pemurnian
Belanja Modal Alat Bantu
Eksplorasi

Belanja Modal Alat
Keselamatan Kerja

Belanja Modal Alat Peraga
Belanja Modal Peralatan

Proses/Produksi

Belanja Modal Rambu-
rambu

Belanja Modal Peralatan
Olahraga

Anggaran Setelah
Perubahan (Rp)

2023 (Rp)

%

2022 (Rp)

Kenaikan/

Penurunan (Rp)

%

o

450.500.000,00

105.000.000,00

302.000.000,00

12.000.000,00

.360.241.000,00

407.150.000,00

104.795.000,00

300.000.000,00

12.000.000,00

6.285.930.570,00

90,38

99,80

99,34

98,83

91.095.000,00

32.615.000,00

1.855.280.450,00

316.055.000,00

104.795.000,00

267.385.000,00

12.000.000,00

4.430.650.120,00

346,95

819,82

238,81
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Belanja Modal Peralatan
dan Mesin BOS

Belanja Modal Peralatan
dan Mesin BLUD

Jumlah 7.229.741.000,00 7.109.875.570,00 98,34 1.978.990.450,00 5.130.885.120,00 259,27

5.1.2.2.2.5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp450.500.000,00 dengan realisasi
sebesar Rp407.150.000,00 atau 90,38 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp91.095.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp316.055.000,00 atau 346,95 % dengan rincian sebagai
berikut :

5.1.2.2.2.5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Anggaran Setelah o Kenaikan/ o
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %
1 Belanja Modal Alat Kantor 405.000.000,00  361.850.000,00 89,35 . 361.850.000,00
2 _?;'g;: Modal Alat Rumah 45.500.000,00 45.300.000,00 99,56  91.095.000,00 (45.795.000,00) (50,27)
3 Belanja Modal Meja dan ) ) )
Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Jumlah 450.500.000,00  407.150.000,00 90,38 91.095.000,00 316.055.000,00 346,95

5.1.2.2.2.6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp105.000.000,00 dengan
realisasi sebesar Rp104.795.000,00 atau 99,80 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp104.795.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2.2.6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Anggaran Setelah Kenaikan/

0, 0,
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) o 2022 (Rp) Penurunan (Rp) i

1 Belanja Modal Alat Studio 105.000.000,00 104.795.000,00 99,80 - 104.795.000,00

Belanja Modal Alat

Komunikasi

3 Belanja Modal Peralatan
Pemancar

2 Belanja Modal Peralatan

Komunikasi Navigasi

Jumlah 105.000.000,00 104.795.000,00 99,80 - 104.795.000,00

5.1.2.2.2.10 Belanja Modal Komputer
Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp302.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp300.000.000,00
atau 99,34 %, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp32.615.000,00 mengalami
kenaikan sebesar Rp267.385.000,00 atau 819,82 % dengan rincian sebagai berikut :

5.1.2.2.2.10 Belanja Modal Komputer

Anggaran Setelah Kenaikan/

0, 0,
Perubahan (Rp) 2023 (Rp) % 2022 (Rp) Penurunan (Rp) %

Belanja Modal Komputer

Unit 212.000.000,00 210.000.000,00 99,06 